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BUPATI PESISIR BARAT 

PROVINSI LAMPUNG 

 
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT 

NOMOR   22   TAHUN 2023 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 79 TAHUN 2022  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2023 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PESISIR BARAT, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07 /2022 tentang 
Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum 

Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan 
Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, maka perlu 

dilakukan pergeseran anggaran; 

 b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran 
antar objek belanja dan/atau antar rincian objek belanja 

dapat dilakukan dengan cara mengubah Peraturan 

Bupati sebagai dasar pelaksanaan; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu 
menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir 
Barat Nomor 79 Tahun 2022 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2023; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang   Nomor   17   Tahun   2003 tentang 
Keuangan  Negara (Lembaran  Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmoniasasi 
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

 

https://jdih.pesisirbaratkab.go.id/


https://jdih.pesisirbaratkab.go.id 
BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT 
 

 

 
 

2. 

 
 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan     

Lembaran     Negara     Republik Indonesia Nomor 
4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Harmoniasasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 
 

 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara  

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi 
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5364); 

 6. Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014 tentang   

Pemerintahan   Daerah   (Lembaran Negara Republik   

Indonesia   Tahun   2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

 
 

7. 

 

Undang-Undang   Nomor   1   Tahun   2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,   Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

 
 

8. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 
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 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang  
Pengelolaan  Keuangan  Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340); 

 

 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

 

 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6177); 

 

 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

 

 15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur   Sebagai   

Wakil   Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 
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 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 

 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6323); 

 18. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  52 Tahun 
2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 754); 

 

 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 

 

 20. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  62 Tahun 
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 

Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 
Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1067); 
 

 21. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781); 
 

 22. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  9 Tahun 
2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Anggaran  Pendapatan dan Belanja 
Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
431); 
 

 23. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  84 Tahun 
2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

972); 
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 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat 
Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir 
Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 
23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat 

Nomor 76); 

 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 

Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat 

Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37); 

 

 26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 

Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 8); 

 27. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat 
Tahun 2021 Nomor 330), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir 

Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang   Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja 

Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita 
Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 
348); 

 28. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 79 Tahun 2022 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten 
Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 423); 

  
 

                        MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT 
NOMOR 79 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2023. 
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Pasal I 
 

 Beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Pesisir Barat 

Nomor 79 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 1.  Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

                                 Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Pesisir Barat Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut: 

 1). Pendapatan 

a. Semula…………………………………Rp 839.107.656.766 

b. Bertambah/(berkurang)……….…..Rp 839.107.656.766 

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan  Rp                         0 

 

 2). Belanja 

a.  Semula………………………………...Rp 890.793.928.766 

b.  Bertambah/(berkurang)……….…..Rp 890.793.928.766 

Jumlah Belanja Setelah Perubahan……..Rp                         0 

Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan…….Rp (51.686.272.000) 

 

 3). Pembiayaan 

a. Penerimaan 

1. Semula………………………………..Rp 60.686.272.000 

2. Bertambah/(berkurang)…………..Rp                       0 

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan...Rp 60.686.272.000 

 b. Pengeluaran 

1. Semula………………………………….Rp 9.000.000.000 

2. Bertambah/(berkurang)…………….Rp                     0 

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan....Rp 9.000.000.000 

Jumlah Pembiayaan Netto …………………Rp (51.686.272.000 

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp         0 

 

 2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

 

         Pasal 2 

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum 

dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

 

 3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 
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       Pasal 3 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut 

dalam lampiran II Peraturan Bupati ini. 

 4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

 

        Pasal 6 

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan 

lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan 

Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan 

Perundang-Undangan. 

 

        Pasal II 

      KETENTUAN PENUTUP 

 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat. 
 

 
 

 Ditetapkan di    Krui 

pada tanggal     28 Maret 2023 

BUPATI PESISIR BARAT,   

   ttd  

       AGUS ISTIQLAL 

 
 

Diundangkan di Krui 

pada tanggal  28 Maret 2023 
 

Plt.  SEKRETARIS DAERAH 

  KABUPATEN PESISIR BARAT, 

       ttd 

JALALUDIN 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2023 NOMOR 446 
 

 

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

KABUPATEN PESISIR BARAT, 

 

EDWIN KASTOLANI B,SH.MP 

NIP. 19740526 200212 1 002 
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